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1.1 Latar Belakang

Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan
dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada
seluruh  masyarakat melalui  penyelenggaraan pembangunan
kesehatan yang menyeluruh oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,
dan masyarakat secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil
dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat.
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun
2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental,
spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk
hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang
mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman,
bermutu, dan terjangkau.

Pemerintah  bertanggung jawab atas  Kketersediaan
lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi
masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-
tingginya. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau
tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan
kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang
dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat
(Kemenkes RI, 2014). Fasilitas pelayanan yang terdapat di Indonesia
sendiri meliputi Rumah sakit, puskesmas, klinik, praktek dokter
umum/spesialis/gigi, apotek, dan lain-lainnya.

Puskesmas merupakan salah satu fasilitas pelayanan

kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan
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upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih
mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah
kerjanya (Kemenkes RI, 2014).

Definisi lain dari Pusat Kesehatan Masyarakat yang
selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas
kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab
menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja
(Kemenkes  RI, 2016). Pembangunan  kesehatan  yang
diselenggarakan di Puskesmas bertujuan untuk mewujudkan
masyarakat yang memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran,
kemauan dan kemampuan hidup sehat, mampu menjangkau
pelayanan kesehatan bermutu, hidup dalam lingkungan sehat dan
memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga,
kelompok dan masyarakat. Peningkatan kinerja pelayanan kesehatan
dasar yang ada di Puskesmas dilakukan sejalan dengan
perkembangan kebijakan yang ada pada berbagai sektor. Adanya
kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi diikuti pula dengan
menguatnya kewenangan daerah dalam membuat berbagai
kebijakan.

Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan upaya kesehatan,
yang berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan
kesehatan bagi masyarakat. Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
harus mendukung tiga fungsi pokok Puskesmas, yaitu sebagai pusat
penggerak  pembangunan  berwawasan  kesehatan,  pusat
pemberdayaan masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan strata

pertama yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan
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pelayanan kesehatan masyarakat (Kemenkes RI, 2016). Pelayanan
Kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan untuk
mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah obat dan
masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Tuntutan pasien dan
masyarakat akan peningkatan mutu Pelayanan Kefarmasian,
mengharuskan adanya perluasan dari paradigma lama yang
berorientasi kepada produk (drug oriented) menjadi paradigma baru
yang berorientasi pada pasien (patient oriented) dengan filosofi
Pelayanan  Kefarmasian  (pharmaceutical care). Pelayanan
kefarmasian di Puskesmas meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan
yang bersifat manajerial berupa pengelolaan Sediaan Farmasi dan
Bahan Medis Habis Pakai dan kegiatan pelayanan farmasi klinik.
Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia dan
sarana dan prasarana. Penyelengaraan Pelayanan Kefarmasian di
Puskesmas minimal harus dilaksanakan oleh 1 (satu) orang tenaga
Apoteker sebagai penanggung jawab, yang dapat dibantu oleh
Tenaga Teknis Kefarmasian sesuai kebutuhan (Kemenkes RI, 2016).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa seorang
apoteker memiliki tanggung jawab yang sangat besar, sehingga
diperlukan apoteker yang berkompeten dan berkualitas. Maka dari
itu, calon apoteker wajib untuk mengikuti kegiatan Praktek Kerja
Profesi Apoteker (PKPA) supaya dapat belajar pengalaman di dunia
kerja dan meningkatkan kompetensinya. Apoteker sebagai salah satu
tenaga kesehatan yang ada di Puskemas sekiranya harus menguasai
ilmu kesehatan yang mengikuti perkembangan jaman sehingga dapat
memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Kegiatan Praktek
Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas merupakan bentuk

pendidikan  keprofesian  mengenai  pelaksanaan  pekerjaan
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kefarmasian di Puskesmas yang meliputi pembelajaran berdasarkan
pengalaman kerja yang mencakup aspek organisasi, administrasi dan
perundang-undangan, aspek manajerial dan aspek pelayanan
kefarmasian. Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik
Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan UPTD Puskesmas
Mojo diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman
yang berguna bagi calon apoteker sebagai bekal untuk mengabdi
secara profesional dan dapat memberikan pelayanan kepada
masyarakat, serta dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang
mungkin timbul dalam pengelolaan perbekalan farmasi dan alat

kesehatan di Puskesmas.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1.  Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran,
fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik
pelayanan kefarmasian di Puskesmas.

2. Membekali calon Apoteker agar memiliki pengetahuan,
keterampilan, sikap-perilaku (professionalism) serta wawasan
dan pengalaman nyata (reality) untuk melakukan praktik
profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.

3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan
mempelajari strategi dan pengembangan praktek profesi
Apoteker di Puskesmas.

4.  Memberi gambaran nyata tentang permasalahan (problem-
solving) praktik dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.

5. Mempersiapkan calon Apoteker agar memiliki sikap-perilaku
dan profesionalise untuk memasuki dunia praktik profesi dan

pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
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Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk belajar
berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain
yang bertugas di Puskesmas.

Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk belajar
pengalaman praktik profesi Apoteker di Puskesmas dalam
kaitan dengan peran, tugas dan fungsi Apoteker dalam bidang

kesehatan masyarakat.

. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker
dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
Mendapatkan  pengalaman praktis mengenai pekerjaan
kefarmasian di Puskesmas.

Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Puskesmas.
Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang

profesional.



